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Abstrak 

Penunjukan Penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat menjadi isu hukum terkait 

konstituionalitas Penjabat tersebut. Problematika muncul terkait konstitusionalitas 

penunjukan jabatan kepala daerah ini, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 18 

ayat (4) UUD NRI 1945. Mekanisme penunjukan Penjabat tidak secara spesifik 

disebutkan dalam UUD NRI 1945, sehingga pemerintah pusat melalui Menteri 

Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.4/2023 untuk mengatur secara 

spesifik terkait penunjukan Penjabat kepala daerah tersebut. Kekosongan jabatan 

kepala daerah tersebut terjadi karena penyelenggaraan pemungutan suara serentak 

nasional 2024, konsekunsi dari pemungutan suara serentak nasional tersebut tahun 

2022 dan tahun 2023 ditiadakan. Dari penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan 

menganalisis konstitusionalitas penunjukan Penjabat kepala daerah yang diatur pada 

Pasal 201 ayat (9) UU No. 6/2020 telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 

1945, dengan frasa “dipilih secara demokratis”. Penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem 

norma hukum. Sistem norma hukum yang dibangun adalah mengenai prinsip, 

norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin 

hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Penjabat kepala daerah 

oleh pemerintah pusat untuk mengisi jabatan kepala tersebut secara normatif 

memenuhi persyaratan Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No. 6/2020. Namun, 

penunjukan Penjabat kepala daerah tersebut secara materil dan substansial telah 

melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme, yaitu negara hukum dan negara 

demokrasi, serta otonomi daerah yang tercantum dalam UUD NRI 1945. 

 

Kata Kunci: Penjabat, Konstitusionalitas, Kepala Daerah, UUD NRI 1945. 
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Abstract 

The appointment of Acting regional heads by the central government has become a 

legal issue related to the constitutionality of the Acting Head. Problems arise 

regarding the constitutionality of the appointment of this regional head position, 

especially in relation to Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia. The mechanism for appointing the Acting Head is not 

specifically mentioned in the 1945 Constitution, so the central government through 

the Minister of Home Affairs issued Permendagri No.4/2023 to specifically regulate 

the appointment of the Acting Head of the region. The vacancy of the regional head 

position occurred due to the holding of the 2024 national simultaneous vote, the 

consequences of the national simultaneous vote in 2022 and 2023 were eliminated. 

From the explanation above, this study aims to analyse the constitutionality of the 

appointment of Acting regional heads regulated in Article 201 paragraph (9) of Law 

No. 6/2020 in accordance with Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, 

with the phrase ‘democratically elected’. This research uses normative legal 

research, which places the law as a system of legal norms. The system of legal norms 

built is about principles, norms, laws and regulations, court decisions, agreements, 

and legal doctrines. The results showed that the appointment of Acting regional 

heads by the central government to fill the position of the head normatively fulfils 

the requirements of Article 201 paragraphs (10) and (11) of Law No. 6/2020. 

However, the appointment of the Acting regional head materially and substantially 

violates the principles of constitutionalism, namely the rule of law and democracy, 

as well as regional autonomy as stated in the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. 

Keywords: Acting, Constitutionality, Regional Head, UUD NRI 1945. 
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